REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI SLEMAN
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Isi Berita:

Harianjogja.com, SLEMAN-Pemkab Sleman mencatat realisasi Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) di kabupaten ini selama tahun 2024
terhimpun senilai Rp83,6 miliar atau mencapai 100,81 persen. "Capaian ini merupakan
hasil dari keterlibatan berbagai pihak dalam optimalisasi dan intensifikasi PBB P2 dari
tingkat padukuhan, kalurahan setingkat desa hingga kapanewon," kata Pelaksana tugas
(P1t) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman Tina Hastani pada
penyampaian SPPT PBB P2 Tahun 2025 di Pendopo Parasamya Sleman, Senin.

Menurut dia, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan PBB P2, BKAD Sleman
terus berupaya menyempurnakan mekanisme pelayanan publik dan melakukan berbagai
inovasi untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi para wajib pajak. "Beberapa
inovasi dilakukan pada SPPT PBB-P2 tahun 2024. Inovasi tersebut antara lain
melaksanakan pelayanan pemutakhiran data PBB-P2 melalui basis data yang

dilaksanakan secara jemput bola baik online maupun offline," katanya.
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Ia mengatakan, BKAD Sleman bekerja sama dengan Bank BPD DIY untuk mewujudkan
penggunaan "Quick Response Code Indonesia Standard" (QRIS) dalam pembayaran
SPPT-P2 sejak 2023 dan juga pembayaran pajak daerah lainnya. "Pembayaran PBB juga
dapat dilakukan melalui bank-bank lain seperti Mandiri, BNI, BRI, dan juga berbagai e-

commerce," katanya.

Tina mengatakan, seluruh inovasi tersebut diharapkan memberikan kemudahan para
wajib pajak PBB-P2 dalam menunaikan kewajiban perpajakan daerah terlebih pada tahun
2025, PBB-P2 terdapat perubahan jatuh tempo yaitu pada 31 Juli 2025. "Perubahan
tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sebelumnya telah

disosialisasikan.," katanya.

Ia mengatakan, untuk pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2025, sejumlah 635.987 lembar
SPPT, dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB-P2 tahun 2025 tidak mengalami
kenaikan. Pemerintah Kabupaten Sleman menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) tahun
2025. Penyampaian SPPT PBB P2 ini dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sleman
Kustini Sri Purnomo didampingi Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa kepada

perwakilan kalurahan dan perwakilan wajib pajak selektif.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak
yang selama ini telah melaksanakan kewajiban, memotivasi dan memberikan pelayanan

pada masyarakat dalam membayar PBB.

Menurut dia, kesadaran dan ketaatan seluruh warga masyarakat Sleman dalam membayar
pajak merupakan bentuk kepedulian masyarakat sangat besar terhadap pelaksanaan
Pembangunan di Kabupaten Sleman. "PBB P2 sebagai salah satu bagian dari pajak daerah
yang berkontribusi sebesar tujuh persen dari total PAD yang direalisasikan di tahun 2024.
Hal ini membuktikan Sleman menjadi daerah yang memiliki kemandirian fiskal yang

cukup baik," katanya.

Sumber Berita:

1. https://jogjapolitan.harianjogja.com, Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Di Sleman
Capai Rp83,6 Miliar, 4 Februari 2025;

2. https://sleman.pikiran-rakyat.com, Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sleman 2024
Tembus Rp8&3,6 Miliar! Ini Rahasia Suksesnya, 4 Februari 2025;
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Catatan:

Peraturan Perundang-Undangan:

A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan

1. Pasal 2 ayat (1): Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan.

2. Pasal 3 ayat (1): Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan
adalah objek pajak yang:

a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah,
sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan
itu;

c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional,
tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak;

d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik;

e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan.

3. Pasal 4 ayat (1): Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi,
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

4. Pasal 5: Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5% (lima

persepuluh persen).

5. Pasal 6 ayat (1): Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak.

6. Pasal 6 ayat (2): Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah

tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.

B. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1.

Pasal 1 angka 21: Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.
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2. Pasal 1 angka 33: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

3. Pasal 1 angka 34: Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman.

4. Pasal 1 angka 35: Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

5. Pasal 4 ayat (1): Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

PKB;

BBNKB;

PAB;

PBBKB;

PAP;

Pajak Rokok; dan

. Opsen Pajak MBLB

6. Pasal 4 ayat (2): Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

PBB-P2;

BPHTB;

PBIJT;

Pajak Reklame;

PAT;

Pajak MBLB;

Pajak Barang Burung Walet;

Opsen PKB; dan
1. Opsen BBNKB.

7. Pasal 5 ayat (1): Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf

I
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a, huruf b, huruf ¢, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e,
huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan
Kepala Daerah.

8. Pasal 38 ayat (1): Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

9. Pasal 38 ayat (3): Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
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a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah,
dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik
negara atau barang milik daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan,
dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan;

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam
(kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara
yang belum dibebani suatu hak;

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan
konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan
lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass
Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan

1. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh
Pemerintah.

10. Pasal 39 ayat (1): Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas
Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

11. Pasal 39 ayat (2): Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas
Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

12. Pasal 40 ayat (1): Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

13. Pasal 40 ayat (7): Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah.

14. Pasal 40 ayat (8): Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

15. Pasal 41 ayat (1): Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma

lima persen).
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16. Pasal 41 ayat (2): Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa
lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk
lahan lainnya.

17. Pasal 41 ayat (3): Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Perda.

18. Pasal 43 ayat (1): Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun
kalender.

19. Pasal 43 ayat (2): Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang
adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

20. Pasal 43 ayat (3): Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang
meliputi letak objek PBB-P2.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

1. Pasal 2: Jenis Pajak terdiri atas:

a. Pajak provinsi; dan
b. Pajak kabupaten/kota.

2. Pasal 3 ayat (3): Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 huruf'b yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

a. PBB-P2;

b. Pajak Reklame;
c. PAT;

d. Opsen PKB; dan
e. Opsen BBNKB.

3. Pasal 12 ayat (1): Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (3) huruf a merupakan NJOP.

4. Pasal 12 ayat (3): Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya
kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

5. Pasal 12 ayat (4): Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2
pada tanggal 1 Januari.

6. Pasal 12 ayat (5): Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan
wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

7. Pasal 12 ayat (6): Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau
Bangunan berikut berada:

a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
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b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang
konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan,
kecuali pipa dan kabel bawah laut.

8. Pasal 55 ayat (1): NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

9. Pasal 55 ayat (2): Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap
tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

10. Pasal 55 ayat (3): NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi
secara wajar.

11. Pasal 55 ayat (4): Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:

a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;

b. nilai perolehan baru; atau

c. nilai jual pengganti.

12. Pasal 55 ayat (5): NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

13. Pasal 55 ayat (6): Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur
dengan Peraturan Menteri.

D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

1. Pasal 2 ayat (1): Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

2. Pasal 2 ayat (2): Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Kawasan objek pajak bumi dan bangunan yang pemungutan pajak bumi dan
bangunannya merupakan kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 2 ayat (3): Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan
Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

4. Pasal 2 ayat (4): Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
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a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah,
dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik
negara atau barang milik Daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan sematamata untuk melayani
kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan,
dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan;

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam
(kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara
yang belum dibebani suatu hak;

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan
konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan
lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass
Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan

1. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh
pemerintah pusat.

5. Pasal 2 ayat (5): Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. objek pajak umum; dan
b. objek pajak khusus.

6. Pasal 2 ayat (6): Objek pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
terdiri atas:

a. objek pajak standar; dan

b. objek pajak nonstandar.

7. Pasal 2 ayat (7): Objek pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah
berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8. Pasal 2 ayat (8): Objek pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
b merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi khusus, fungsi khusus, atau
keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti:

a. jalan tol;
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bandar udara;

stasiun;

bendungan;

pelabuhan, dermaga, galangan kapal;
lapangan golf;

stadion;
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sirkuit balap;
i. pabrik semen/pupuk;
tempat rekreasi;

tempat penampungan/kilang minyak, air, atau gas;

e

pipa minyak, air, atau gas;
. stasiun pengisian bahan bakar;

menara; dan

© B B

. Bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pasal 2 ayat (9): Termasuk objek pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf b adalah Bangunan yang berada di bawah permukaan Bumi, baik yang
menjadi bagian dari Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maupun yang
berdiri sendiri.

10. Pasal 2 ayat (10): Bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf o
ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

11. Pasal 3 ayat (1): Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

12. Pasal 3 ayat (2): NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan proses Penilaian PBB-P2.

13. Pasal 3 ayat (3): NJOP hasil proses Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibedakan menjadi:

a. NJOP Bumi; dan/atau
b. NJOP Bangunan.

14. Pasal 3 ayat (4): NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
terdiri atas:

a. NJOP Bangunan objek pajak umum; dan
b. NJOP Bangunan objek pajak khusus.

15. Pasal 4 ayat (1): NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf
a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak dengan NJOP Bumi
per meter persegi.

16. Pasal 4 ayat (2): NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) atas objek pajak berupa tanah merupakan hasil konversi NIR per meter persegi

yang diperoleh dari proses penilaian tanah ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
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17. Pasal 4 ayat (3): NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) atas objek pajak berupa areal perairan pedalaman untuk:

a. usaha bidang perikanan berupa areal pembudidayaan ikan adalah sebesar nilai
jual pengganti; dan

b. kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi adalah
sebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus ke samping
dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah di sekitarnya.

18. Pasal 4 ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi NJOP Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Kepala
Daerah.

19. Pasal 5 ayat (1): NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf b merupakan hasil perkalian antara total luas Bangunan dan NJOP
Bangunan per meter persegi.

20. Pasal 5 ayat (2): NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan hasil konversi nilai Bangunan per meter persegi yang
diperoleh dari proses penilaian Bangunan ke dalam klasifikasi NJOP Bangunan.

21. Pasal 5 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi NJOP Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

22. Pasal 14 ayat (1): Kepala Daerah menetapkan besaran NJOP Bumi dan Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek
pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan
wilayahnya.

23. Pasal 14 ayat (2): Dalam rangka pemantauan perkembangan wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melakukan pengukuran rata-rata rasio
perbandingan NJOP dibandingkan dengan harga pasar dan/atau pengukuran
tendensi sentral.

24. Pasal 14 ayat (3): Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
salah satu dasar pelaksanaan penilaian Kembali dalam rangka pemutakhiran
NJOP Bumi dan Bangunan.

25. Pasal 15 ayat (1): Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi
100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

26. Pasal 15 ayat (2): Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas
kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. kenaikan NJOP hasil Penilaian PBB-P2;
b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
c. Kklasterisasi NJOP dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
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27.Pasal 15 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dalam peraturan Kepala Daerah.

E. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah

Dan Retribusi Daerah

1. Pasal 1 angka 8: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

2. Pasal 2 ayat (1): Jenis Pajak terdiri atas:

a. PBB-P2;
b. BPHTB;
c. PBIJT atas:

1. makanan dan/minumam;
2. tenaga listrik
3. jasa perhotelan;
4. jasa parkir; dan
5. jasa kesenian dan hiburan;
Pajak Reklame;
PAT;
Pajak MBLB;
Pajak Sarang Burung Walet;
Opsen PKB; dan
1. Opsen BBNKB.
3. Pasal 2 ayat (2): Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, b, c, d,

50 oo oA

e, f, h dan i dipungut oleh Daerah.

4. Pasal 2 ayat (3): Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak
dipungut oleh Daerah.

5. Pasal 3 ayat (1): Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang
dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas:

. PBB-P2;
b. Pajak Reklame;
c. PAT;
d. Opsen PKB; dan
e. Opsen BBNKB.

6. Pasal 4 ayat (1): Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
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kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan.

7. Pasal 4 ayat (2): Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan

Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
8. Pasal 4 ayat (3): Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

a.

Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah,
dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik
negara atau barang milik Daerah;

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan,
dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan;

Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam
(kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara
yang belum dibebani suatu hak;

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan
konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan
lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan usulan pemerintah di bidang keuangan;

Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass
Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan

Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh

Pemerintah.

9. Pasal 5 ayat (1): Subjek PBB-P2 meliputi orang pribadi atau Badan yang secara

nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,

dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

10. Pasal 5 ayat (2): Wajib PBB-P2 meliputi orang pribadi atau Badan yang secara

nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,

dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
11. Pasal 6 ayat (1): Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
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12. Pasal 6 ayat (2): NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

13. Pasal 6 ayat (3): NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima
belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

14. Pasal 6 ayat (4): Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu
objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap
Tahun Pajak.

15. Pasal 6 ayat (5): NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3
(tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun
sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.

16. Pasal 6 ayat (6): Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

17. Pasal 8 ayat (1): Tarif PBB P-2 ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar
0,1% (nol koma satu persen); dan

b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,2% (nol
koma dua persen).

18. Pasal 8 ayat (2): Tarif PBB P-2 bagi lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan
sebagai berikut:

a. lahan produksi pangan dan ternak dengan luas sampai dengan 1000 m2 (seribu
meter persegi) sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen);

b. lahan produksi pangan dan ternak dengan luas lebih dari 1000 m2 (seribu
meter persegi) sampai dengan 5000 m2 (lima ribu meter persegi) sebesar
0,02% (nol koma nol dua persen); dan

c. lahan produksi pangan dan ternak dengan luas lebih dari 5000 m2 (lima ribu
meter persegi) sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen).

19. Pasal 8 ayat (3): Pemberlakuan tarif bagi lahan produksi pangan dan ternak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan setelah data yang berkaitan
dengan lahan produksi pangan dan ternak tersedia.

20. Pasal 9 ayat (1): Tahun Pajak PBB-P2 merupakan jangka waktu 1 (satu) tahun
kalender.

21. Pasal 9 ayat (2): Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8§ ayat (1) atau ayat

Q).
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22.Pasal 9 ayat (3): Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya
kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

23. Pasal 9 ayat (4): Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada
tanggal 1 Januari.

24. Pasal 9 ayat (5): PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah letak objek
Pajak.

25. Pasal 102 ayat (1): Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi
kewajiban di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dikenakan sanksi
administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.

F. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2014 tentang Pembayaran Pajak Daerah

Secara Online

1. Pasal 2 ayat (1): Setiap pembayaran pajak yang menjadi kewenangan daerah
dilakukan secara online.

2. Pasal 2 ayat (2): Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

pajak hotel;

pajak restoran;

pajak hiburan;

pajak reklame;

pajak penerangan jalan;

pajak mineral bukan logam dan batuan;

pajak parkir;

=@ ™o a0 oo

pajak air tanah;

—

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
3. Pasal 5 ayat (1): Setiap wajib pajak membayar pajak secara online di tempat
pembayaran pajak yang ditunjuk oleh Bupati.
4. Pasal 5 ayat (2): Tempat pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
G. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dan
penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
1. Pasal 1 angka 6: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.
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2. Pasal 1 angka 7: Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi,
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

3. Pasal 2 ayat (1): Wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT,
SKPD, STPD, Surat Keputusan Pengurangan atau Keringanan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding.

4. Pasal 2 ayat (2): Pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPPT dilakukan
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT.

5. Pasal 2 ayat (3): Pembayaran pajak terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat
Keputusan Pengurangan atau Keringanan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan

6. Pasal 2 ayat (4): Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah melampaui jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan denda sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat
bulan).

7. Pasa 3 ayat (1): Wajib pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang di bank
yang ditunjuk oleh Bupati.

8. Pasal 4: Pembayaran pajak yang terutang di bank dapat dilakukan melalui:

a. counter teller/loket teller; atau
b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
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